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ABSTRAK 
Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin (HPUH) mempunyai potensi sebagai 
sarana pembelajaran, pengembangan pengetahuan serta potensi wisata yang sangat 
besar, yang dimanfaatkan bagi masyarakat, peneliti, lembaga pemerintah dan 
pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh 
para pihak pada pengelolaan HPUH dengan menggunakan metode pengolahan data 
analisis stakeholder. Pengelolaan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin 
(HPUH) melibatkan 11 pemangku kepentingan. Dikelompokkan menjadi lima yatu 
instansi pemerintah, kelompok masyarakat, lembaga Pendidikan, perseorangan dan 
masyarakat. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan HPUH 
berdasarkan kepentingan dan pengaruh terdiri dari: a) Key Player yaitu Fakultas 
Kehutanan Unhas, masyarakat, dan dosen; b) Subject yaitu mahasiswa; c) Context 
setter yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH, PSKL, dan 
BPTH) dan pengunjung; dan d) Crowd yaitu Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah 
(Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun), tokoh masyarakat dan LSM. 
Kata kunci: pemangku kepentingan, pengelolaan, hutan pendidikan 
 
1. Pendahuluan 
Hutan pendidikan merupakan wahana bagi masyarakat khususnya pelajar, 
mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari hutan dan hubungan timbal balik 
antar komponen ekosistemnya. Beberapa hutan pendidikan di Indonesia 
biasanya dikelola oleh Universitas, misalnya Hutan Pendidikan Universitas 
Hasanuddin (Unhas) (Wahyudi, 2013). Di Provinsi Sulawesi Selatan, Hutan 
Pendidikan ini berada di sekitar areal Taman Nasional Bantimurung 
Bulusaraung .  
Untuk meningkatkan pemanfaatan areal hutan pendidikan Fakultas 
Kehutanan Unhas telah mengusulkan peningkatan statusnya menjadi Kawasan 
Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan disetujui oleh Menteri Kehutanan 
melalui Surat Keputusan No. 86/Menhut II/2005 tentang perubahan keputusan 
Dirjen Kehutanan No. 63/Kpts/BS/1/1980 Tanggal 31 Maret 1980 tentang 
penunjukan areal hutan  seluas 1.300 ha sebagai hutan pendidikan menjadi 
kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk Hutan Pendidikan UNHAS.  
Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan hutan pendidikan Unhas, 
maka hutan pendidikan tersebut melakukan pengembangan sarana prasarana, 
peralatan dan sarana penunjang lainnya. Hutan pendidikan Unhas memiliki 
lokasi yang strategis dengan potensi fisik, vegetasi dan sosial yang 
memungkinkan dikembangkan sehingga dapat difungsikan sesuai kebutuhan 
pendidikan tinggi kehutanan dan menjadi solusi bagi masalah terbatasnya 
alternatif tempat praktek, penelitian dan tempat belajar bagi mahasiswa 
kehutanan, instansi terkait dan masyarakat dalam pengelolan hutan (Profil Hutan 
Pendidikan Unhas, 2005).  
Usaha pencapaian tujuan pembangunan kehutanan tersebut di atas harus 
didukung oleh tersedianya sumberdaya manusia kehutanan yang profesional dan 
handal, baik pada level birokrasi maupun pada level teknis fungsional. Upaya 
yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang 
diharapkan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pendidikan kehutanan 
yang berkualitas yang didukung oleh fasilitas laboratorium kelas dan 
laboratorium lapangan. 
Dalam pengelolaan hutan pendidikan ini, ada beberapa pihak yang terkait 
dan masing-masing mempunyai kepentingan, diantaranya pemerintah, 
masyarakat dan swasta.  Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan ini 
seringkali menimbulkan konflik di antara pihak-pihak tersebut.  Konflik 
pengelolaan sumber daya hutan yang paling sering terlihat adalah konflik antara 
masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta 
yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan.  Salah 
satu solusi dalam penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan 
penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. 
Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran para pihak 
dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas dan kepentingan pihak-pihak 
tersebut dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas.  
2. Metode Penelitian 
2.1 Tempat dan Waktu 
Penelitian dilaksanakan di Hutan Pendidikan Unhas, yang berada di 
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan 
bulan April – Juli 2017. 
2.2 Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, panduan 
wawancara, tape recorder dan kamera, sedangkan. Objek dalam penelitian ini 
adalah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan hutan pendidikan di Kabupaten 
Maros. 
2.3 Metode Pengambilan Data  
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang 
diperlukan adalah:  
1. Data Primer 
a. Penentuan Narasumber  
Narasumber yang menjadi  sumber informasi dalam penelitian ini akan 
ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui stakeholder yang 
terlibat dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas. Narasumber penelitian 
merupakan stakeholder yang dipilih dengan persyaratan tertentu yakni status sosial 
atau pekerjaan terkait dengan pengelolaan Hutan Pendidikan, mempunyai 
komitmen terhadap pengelolaan hutan pendidikan, terbuka dalam menerima 
pendapat narasumber lain bersedia mencari konsensus dan dapat menyetujui 
konsensus (Warner 1997, Rijsberman 1999 dalam Abbas 2005). Narasumber 
merupakan narasumber kunci. Stakeholder dan institusi diklasifikasikan menurut 
hirarki pemerintahan yakni level desa/kecamatan, kabupaten dan provinsi yang 
dipilih secara sengaja (purvosive sampling) (Abbas 2005).  
Narasumber yang dimaksud adalah key person dari masing-masing 
stakeholder, yaitu kepala dinas, direktur pengelola hutan pendidikan, dan 
kelompok masyarakat untuk mewakili stakeholder yang bersangkutan dalam 
memberikan informasi yang akurat mengenai stakeholder tersebut dalam 
hubungannnya dengan pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas.  
b. Pengumpulan Informasi dari Narasumber  
Data pokok dikumpulkan dengan wawancara semi-terstruktur, metode 
snowball dan penelusuran pustaka. Wawancara akan dilakukan dengan cara 
berdiskusi langsung dengan narasumber sesuai dengan panduan wawancara. 
Adapun panduan wawancara yang digunakan adalah panduan wawancara untuk 
instansi pemerintah dan non pemerintah). Wawancara dilanjutkan untuk 
mengetahui apabila ada stakeholder lain yang terlibat namun belum teridentifikasi. 
Data dan informasi yang berasal dari narasumber kedua dan selanjutnya digunakan 
untuk melengkapi data dan informasi dari narasumber awal. Metode penentuan 
narasumber di atas biasanya disebut snowball sampling (Wildemuth 2009).  
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder dikumpulkan dengan cara penelusuran dokumen. Data 
sekunder dalam penelitian ini meliputi data kondisi umum Hutan Pendidikan 
Unhas, dokumen tentang program kerja/kegiatan, jumlah anggaran, jumlah 
sumberdaya manusia (SDM), jejaring kerja, dan dokumen lain yang diperlukan 
untuk menunjang penelitian. Pengambilan data penunjang dilakukan dengan 
penelusuran pustaka dan observasi lapang.  
 
a. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan merupakan  pengamatan langsung dan pencatatan secara 
teliti terhadap kajian yang diteliti. Observasi lapang dilakukan untuk mengetahui 
lokasi-lokasi dalam areal Hutan Pendidikan yang masih banyak digunakan/diakses 
oleh masyarakat, mengetahui implementasi kebijakan dan keterangan-keterangan 
yang didapatkan dari hasil wawancara.  
2.4 Analisis Data  
1. Stakeholder  
 Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan Analisis 
Stakeholder. Beberapa tahapan dalam melakukan analisis stakeholder adalah 
sebagai berikut (Reed et al. 2009):  
a. Identifikasi stakeholder dan peranannya  
b. Membedakan dan mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan dan 
pengaruhnya dengan metode skoring.  
c. Mendefinisikan hubungan antar stakeholder  
Stakeholder dipetakan ke dalam matriks analisis stakeholder berdasarkan 
besarnya kepentingan dan pengaruh. Besarnya kepentingan dinilai berdasarkan 
keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan hutan pendidikan, ketergantungan 
stakeholder terhadap hutan pendidikan, program kerja masing-masing stakeholder 
yang berkaitan dengan hutan pendidikan, manfaat yang diperoleh stakeholder dari 
hutan pendidikan, peran yang dimainkan oleh stakeholder dalam pengelolaan hutan 
pendidikan. Besarnya pengaruh dinilai berdasarkan instrumen dan sumber 
kekuatan (power) yang dimiliki masing-masing stakeholder (Reed et al. 2009).   
Instrumen kekuatan meliputi kekuatan kondisi (condition power), kekuatan 
kelayakan (condign power), kekuatan kompensasi (compesatory power) dan 
sumber kekuatan meliputi kekuatan individu (personality power) dan kekuatan 
organisasi (organization power).   
Hubungan di antara stakeholder didefinisikan melalui TUPOKSI pengelola 
hutan pendidikan dan aturan lembaga swasta yang terlibat dalam pengelolaan hutan 
pendidikan. Hubungan tersebut akan dijelaskan dengan mengelompokkan 
stakeholder  ke dalam empat kelompok hubungan yaitu hubungan sinergi, tumpang 
tindih (overlap), kontradiksi, dan tidak memiliki hubungan. Setiap kelompok 
hubungan akan dianalisis berdasarkan komponen-komponen pengelolaan hutan 
pendidikan meliputi konservasi, wisata, pengelolaan, ekonomi, pemanfaatan 
sumber daya alam, partisipasi, insentif dan dampak lingkungan.  
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
Langkah pertama dari identifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam 
penentuan kebijakan pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas adalah analisa 
pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan adalah kelompok 
yang memiliki perhatian dan kepentingan pada suatu permasalahan yang ditentukan 
dengan mempertimbangkan posisi penting dan pengaruh yang dimiliki (Fletcher, 
2003). Sebanyak sebelas pihak pemangku kepentingan yang teridentifikasi, terlibat 
dan berperan dalam penentuan kebijakan pengelolaan Hutan Pendidikan Unhas 
sebagaimana tercantum pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan 







1 Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK): BPKH, 
PSKL, & BPTH 
Penataan hutan dan penyusunan 
rencana pengelolaan hutan; 
pelaksanaan pemanfaatan hutan; 
pengendalian dan pengawasan; 
rehabilitasi & reklamasi hutan; 
perlindungan hutan dan konservasi 
alam; dan memfasilitasi kemitraan 
antara hutan pendidikan dengan 
masyarakat. 
2.  Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Berperan dalam melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan kawasan hutan. 
3. Fakultas Kehutanan 
Unhas/Pengelola Hutan 
Pendidikan 
Berperan dalam pelayanan penelitian 
dan pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan; pelayanan data dan 
informasi; penyusunan rencana 
pengelolaan hutan; membangun 
kerjasama antar stakeholder. 
4. Pemerintah Wilayah (Camat, 
Desa, & Dusun) 
Berperan dalam perlindungan sumber 
daya; menampung, mengelola dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat; 
mengawasi, mengendalikan 
eksploitasi dan melarang penebangan 
liar (tanpa ijin); melakukan kegiatan 
pemberdayaan; dan peningkatan 
ekonomi masyarakat sekitar hutan. 
5. Masyarakat/petani Berperan dalam pengawasan dan 
perlindungan kawasan, penyedia jasa 
hutan, pemanfaatan sumberdaya alam 
di dalam kawasan  
6. Tokoh Masyarakat Berperan dalam pengambilan 
keputusan ditingkat masyarakat 
7 Mahasiswa Berperan sebagai pelaksana penelitian 
dan pendidikan. 
8. Dosen Berperan sebagai peneliti dan pendidik 
dalam melakukan kegiatan pengajaran, 
penelitian, dan pemberdayaan 
masyarakat. 







10. Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) 
Berperan sebagai fasilitator dan 
mediator   
11. Badan Narkotika Nasional 
(BNN) 
Berperan sebagai pelaku utama  
 
Berdasarkan dari peran masing-masing pemangku kepentingan yang ada, 
maka dari kesebelas pemangku kepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 
6 kategori utama (Tabel 2). Keenam kategori yang diperlihatkan pada Tabel 2 
tersebut yaitu instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, 
kelompok masyarakat, perorangan dan masyarakat. Kategori instansi pemerintah 
yang dimaksud dalam hal ini, yaitu 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) seperti: BPKH, PSKL, & BPTH; 2) Dinas Kehutanan Provinsi 
Sulawesi Selatan; dan 3) Pemerintah Wilayah (Camat, Desa, & Dusun). Kategori 
lembaga Pendidikan yang termasuk dalam hal ini adalah 1) Fakultas Kehutanan 
Unhas/Pengelola Hutan Pendidikan; 2) Dosen; dan 3) Mahasiswa.  Kategori 
lembaga masyarakat dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang sering berkerjasama dengan Hutan Pendidikan Unhas. Kategori kelompok 
masyarakat yang dimaksud adalah tokoh masyarakat yang bermukim di sekitar 
kawasan hutan pendidikan. Kategori masyarakat adalah masyarakat atau petani 
yang secara keseharian memanfaatkan kawasan hutan pendidikan sebagai sumber 
mata pencaharian seperti, petani sawah, petani kebun, pencari kayu bakar, pencari 
madu, pembuat gula merah, dan aktivitas lainnya. Sementara kategori perorangan 
dalam hal ini adalah pengunjung yang masuk ke kawasan hutan pendidikan  untuk 
tujuan berwisata camping, tracking, dan wisata lainnya. 






1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK): BPKH, PSKL, BPTH 
Instansi Pemerintah 
2.  Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Instansi Pemerintah 
3. Fakultas Kehutanan Unhas/Direktur Hutan 
Pendidikan 
Lembaga Pendidikan 
4. Pemerintah (Camat, Desa, & Dusun) Instansi Pemerintah 
5. Masyarakat/petani Masyarakat 
6. Tokoh Masyarakat Kelompok Masyarakat 
7 Mahasiswa Lembaga Pendidikan 
8. Dosen Lembaga Pendidikan 
9. Pengunjung Perorangan 
10. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Masyarakat 
11. Badan Narkotika Nasional (BNN) Lembaga pendidikan 
3.2 Pemetaaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
 
Berdasarkan hasil identifikasi pemangku kepentingan kemudian dilakukan 
pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap pengelolaan 
Hutan Pendidikan Unhas. Setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat 
kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kepentingan 
masing-masing pemangku kepentingan dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan 
stakeholders dalam pengelolaan hutan pendidikan, ketergantungan pemangku 
kepentingan terhadap hutan pendidikan, program kerja masing-masing pemangku 
kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan pendidikan, manfaat yang 
diperoleh stakeholders dari pengelolaan hutan pendidikan, peran yang dimainkan 
oleh pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan pendidikan (Tabel 3).  
Tabel 3. Tingkat Kepentingan Stakeholders 
No Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
Nilai Kepentingan Total 
Skor I II III IV V 
1 Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK): BPKH, PSKL, BPTH 
3 2 2 2 2 11 
2 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2 3 2 2 3 12 
3 Fakultas Kehutanan Unhas/Direktur Hutan 
Pendidikan 
5 5 3 3 5 21 
4 Pemerintah Wilayah (Camat, Desa, & Dusun) 2 3 1 3 2 11 
5 Masyarakat/petani 2 4 1 4 3 14 
6 Tokoh Masyarakat 2 2 1 2 3 10 
7 Mahasiswa 3 5 4 4 3 19 
8 Dosen 4 5 4 4 4 21 
9 Pengunjung 2 4 1 2 1 10 
10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2 2 2 1 2 9 
11 Badan Narkotika Nasional (BNN) 2 4 3 3 2 14 
Keterangan: I= keterlibatan;  II= manfaat 
  III=persentasi program kerja; IV=tingkat ketergantungan 
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